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MENTERJ KESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1414/MENKES/SK/XII/2006 

TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN KESEHATAN 

Menimbang 

Mengingat 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa Pedoman Penyusutan dan Penyusunan Jadwal Retensi 
Arsip Kepegawaian Departemen Kesehatan yang ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 787/Menkes/SKNII/ 
1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan 
tata kerja Departemen Kesehatan ; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusutan arsip sebagai 
salah satu upaya untuk penyelamatan arsip dan sebagai bahan 
bukti pertanggungjawaban kinerja Departemen Kesehatan perlu 
disusun Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Departemen 
Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan ; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan
Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1971 Nom.or 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2964); 

2. Undang-Undang Nom or 1 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan 
Arsip (Lembaran Neg.ara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964); 

4. Peraturan Menteri ' Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan ; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 684/Menkes/PerNIII/2006 
tentang Pedoman Tata Kearsipan Departemen Kesehatan ; 



MENTERI KESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Rl Nomor 02 Tahun 1983 
tentang Pedoman Umum Menentukan Nilai Guna Arsip ; 

Menetapkan 

Kesatu 

Kedua 

Ketiga 

Keempat 

2. Surat Persetujuan Badan Administrasi Kepegawaian Negara 
Nomor K.2630N.8~-8/14 tentang Persetujuan JRA Kepegawaian ; 

3. Surat Persetujuan Arsip Nasional Rl Nomor PK.01/1372/2006 
tentang Persetujuan JRA Kepegawaiar.; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG JADWAL 
RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN KESEHATAN 

: Jadwal Retensi Arsip_ .. Kepegawaian Departemen Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam 
Lampiran Keputusan ini. 

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 787/Menkes/SKNII/1999 tentang Pedoman 
Penyusutan dan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian 
Departemen Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi . 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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Lampiran 
Keputusan Menterl Kesehatan 
Nomor : 1414/Menl<es/SK/XII/2006 
Tanggal : 15 Desember 2006 

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN 

DEPARTEMEN KESEHATAN Rl 

JENISARSIP 
JANGKA WAK11J SIMP AN 

KETERANGAN 
AKTIF INAKTIF 

2 3 4 5 

Formasl Pegawal 
a. Usulan dari unit utama 1 tahun setelah tahun anggara,, 2 tahun Musnah 

b. Usulan ~ermintaan alo~as l 2 tahun ;;etelah tahun anggaran 3 tahun Musnah 

c. SK Penetapan Formasl PNS 2 tahun setelah tahun anggaran 3 tahun 1-..'usnah 

Penertmnn Pegawal 
a. Proses Penertmaan Pegawal, mellputl : 1 tahun setelah tahun anggaran 1 tahun Musnah . Pengumuman 

Seleksl Admlnlstrasl 
Pemanggilan Pesena Tes 

. Pelaksan:Jan Ujlan Ter1ulls 
Keputu~an Hasll Ujlan . . Wawancara/lltsus 

. Penetapan Tahap Akhlr 

. Pengumuman Kelulusan 

b. Lamaran yang tidak dlterlm& 1 tahun setelah tahun anggaran 1 tahun Musnah 

c. Bio Data dari LJK hasil seleksl CPNS 2 tahun setelah tahun anggaran 2 tahun Musnah 

Pengangkatan Pegawal 
I . Usulan Pengangkatan CPNS/ PNS 1 tahun setelah SK terbit 2tahun Musnah kec~alllamaran 

. Berkes Lamaran yang dlterlma masuk berkas ~erseorangan 

. Sural Keterangan Haslt penelltlan/ sc;een/ng 

. Berkes Usulan CPNS/ PNS 

b. SK Kolektif 2 tahun setelah tahun anggaran 3 tahun Musnah 

c. SK Perseorangan (Pelikan) . Masuk berkas perseorangan 

Ptmblnaan Karlr Pegawal : 
a. P'ndldlkan 1 tahun setelah SK terblt 2 tahun Musnah 

Diktat/ Kursus/ MagangfTugas Belajar 
Ujian Dinasl Penyesualan ljazah 

. STTPU Ser11fikat . Masuk berkas perseoranqan 

b. Disiplin Pegawai 1 tahun anggaran berjalan 2tahun Musnah 
. Daltar Hadir 

Rekapltulasl Daltar Hadir 
. Berkes Pel~nggaran Dislplin 

c. Penlnjauan Masa Kerja 1 tahun setelah SK terbit 2 tahun Musnah 
d. Daltar Penllaian Pelaksanaan Pekerjaan (OP 3) 1 tahun setelah terblt 3 tahun Musn&h 

e. Proses Dattar Usul Penetapan Angka Kr~dlt 1 tahun anggaran berjalan 2 tahun Musnah 

Penyelrsalan Penpelolaan KeMratan Pegawal 1 tahun setelah memperoleh 2tahun Musnah 
keputusan tetap 

Persellslhanl Sengketa Kepegawalan 1 tahun setelah memperoleh 2 lahun setelah hak dan Dinilal keMbali , kecuall 
keputusan yang berslfat tetap kewaj lbannya habis SK penetapan masuk 

~erkPs ~erseorangan 



NO. JENI3ARSIP 

' 
1 2 

7 Mutaal Pegaw11 : 
a. Alih T~gas/ Dlperbanlukln/ Dlpekerjakan 

Usulan 
- Nota Persetujuan/ Pertlmbangan Kepala BKN 

b. Mutasi Keluarga . Sural Nlkah/ Cera! 
Akle Kelahlran anak 

. Sural Kelerangan Menlnggal Dur,la (MD) 

c. Proses Kenalkan Gaji Berkala 

d. Proses Usulan Kenalkan Pan~kaV Golongan/ 

e. Proses Pengangkalan dan pembemenllan aaram 
jabatan 

Struktural/ Fungsional 

6 Admlnls!rul pPgawal 

a. Sural Pertnlahl Sural Tugas/ SK Perjalanan Dlnas 
(Dalam Negeri dan Lu1r Negeri) 

b. Cuti Dlluar Tanggungan Neg1r1 

c. Cutl besar 

d. Cuti lainnya 

e. Dokumentasl ldentilas. Pegawal 
NIP 

• Taspe~ . 
KORPRI, 

Dharma Wanlta, Koperasl, IDI, Arslp11ris dll) 

Keanggo)taan Parpol/ Ormes/ LSM 

LP2P/ KP4 

f. Proses lzln/ P~nolakan Perk1wlnan/ Perceralan 

9 Kesejahterun Pegawal : 

I . L1y1n1n Pak1l1n Dlnas 

b. Layanan Pemellharaan Kesehatan Pegawal 

c. Layanan Asur1ns1 Pegawal 

d. Layanan Tabungan Parumahan 

e. L11yanar. Olah Raga dan Rekreasl 

f. Layanan Ba~tuan Soslal 

g. Dan lain-lain 

10 Proaas Pamberhentlan Pagawal/ Penslun : 
I . Atas permintaan sendlri. 
b. Tidak alas permintaan senC:iri 

11 Kaputuaan Pamberhantlan Pegawal/ Penslun : .. At11 permint11n sendiri . 
b. Tidlk alas permlnlaan sendiri 

12 IPambertan Tanda Jasa/ Penghargun 
a. Proaes Pemberlan Tanda J1s1/ Pengh1rg1an I Bid. 

Non Kesehalan 
b. SK Tanda Jwsa/ Penghargaan 

13 Data Kapegawalan 
Dafter Urut Kepangkalan ( DUK ) 

14 Dokumanlul Karegawalan 

MENTER! KESEHATAN 
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JANGKA WAKTU SIMP AN 

AKTIF INAKTIF 
3 4 

1 lahun selelah SK lerbil 21ahun 

-
1 tahun setelah diperbaharui 2 lahun 

1 tahun selelah SK lerbit 21ahun 

1 tahun setelah SK terblt 21ahun 

1 tahun setelah SK terbit 2 tahun 

1 lahun setelah pelaksanaan I tahun 

1 tahun selelah SK terbit 2 tahun setelah 
pelaksana2n 

1 tahun setelah SK terbit 5 tahun 

1 tahun setelah pelaksanan 2 lahun 

1 tahun selelah ldentilas lerbl!- -··· - f iailun 

1 tahun selelah memperoleh 2 lahun 
keputusan 1e11p 

1 tahun selelah !ahun anggaran 2tahun 

1 lahun selelah SK terbit 2 tahun 

1 tahun anggaran . 

1 tahun setelah SK terbit 2 tahun 

1 tahun setelah dlperbaharui 2tahun 

1 tahun selelah pensiun Sampal hak dan 
kewa'ibanQYB habis 

I KETERANGAN 

5 

Musnah 
Masuk berkas perseorangan 

Masuk berkas perseoranQan 

Musnah 

Musnah 

Musnah 

Musnah 

Masuk berkas perscoranqun 

Musnah 

Musnah 

· -
Musnah 

Musnah, kecuali SK 

penetapan masuk 
berkas perseorangan 

Musnah 

Musnah 

Masuk berkas perseorangan 

Musnah 

Masuk berkas perseoranqaol 

Permanen 

Masuk ~erkas perseorangan 



. . , .. 

NO. JENISARSIP 

1 2 

15 A. Berkaa Peraeorangan Pegawal Negert Slpll : .. Lamaran 
b. Nota Persetujuan/ Pertlmb~~ngan Kepala BKN 
c. SK Pengangkatan CPNS 
d. Hasll Pengujian Kesehatan 
e. Copy Kartu Pegawal (KARPEG) 
f. ljasahl Sertlfikat 
g. SK Pengangkatan PNS 
h. SK Kenaikan Pangkat 
I. SK Kenalkan Gaji Berkala 
j. Sural Pemyataan Melaksanakan Tugas! 

Sural Pemyataan Pelantlkan 
k. SK Pengangkatan Oalam atau Pamberhentlan dari 

Struktural/ Fungslonal 
I. SK Perplndahan Wllayah Kerja 
m. SK Perplnd a han Antar lnstansl 
n. SK Penlnjauan Mesa Kerja 
0 . SK Cutl 01 Luar Tanggungan Negara (CL TN) 
p, Berlta Acara Pemerlksaan 
q. SK MUkuman Jabatanl Hukuman Olslplln PNS 
r. SK Perbantuan Kepala Oaerah Olonomllnstensl 
s. SK Penarlkan Kemball dart Perbantuan 
t. SK Pemberian Uang Tun11gu 
u. SK Pemberhentlan Sebagal PNS 
v. SK Pemberhentlan Sementara 
W. SK Pengangkatan/ Pemberhentl11n sebagal 
X. SK Pembebesan darl Jabatan Organlk karena 

Pejabat Negara 
y. SK Pengallhan PNS 
z. Sural Ket!!rangan Pemyataan Hllang 
aa. Sural Keterangan Kembalinya PNS yang 
bb. SK Penogantlan Nama 
cc. Sural Perbalkan Tanggal Tahun Kelahlran PNS 
dd. I sian Formulir Pendataan Ulang (PUPNS) 
ee. Berlta Acara Pangambl!an Sumpah/ Janjl PNS dan 
IT. Penetapan Angka Kredlt 
gg. Sural Tugas/lzln Belajar Oalam/ Luar Negerl 
hh. Sl< Kena!kan Pangkat Penyesualan ljasah 
II. Surat lzln Menjadi Anggota ParpoV Orm11sl LSM 
Jj , Sural Pencabutan lzln Menjadl Anggota Parpc.l 
kk. Surat Keterangan Menlnggal Ounlal Hllang 
II. Sural Keterangan Mutasi Keluarga 
mm. Sural Keterangan Penlngkaten Pendldlkan 
nn. Sural Keterangan Hasll P-l"lan Khusus 
00. Sural Pcmberitahuan Kenalkan Gajl Berkala 
pp. Surat lzin Bepergian ke Luar Negerl 
qq. Kartu lnduk PNS 
rr. SK Penempatan/ Penarlkan Pegawal 
Sl. SK Penarikan Kemball dan Perbantuan 
tt . SK Pertlmbangan Status PNS 
uu. SK Parsetujuan/ Penugasan Kembali Cull dl Luar 

Tanggungan Negara 
vv. Sural Katerangan pengunduran dlri/ dlberhentikan 

PNS karena menjadi pengurus/ anggota Parpol 
w w. SK Pensiun 

B. Berk11 Perorangan Non PNS: 
a. SK Pengangkatan Pegawal Tldak Tetap (PTT) 
b. SK Brigade Slaga Bencana (BSB) 
c. SK Tenaga Strategls lalnnye 
d. SK Tenaga Honorer 

16 Berkes Perseorangan Menterl Kesehatan 

MENTERI KESEHATAN 
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JANGKA WAKTU SIMP AN 

AKTIF INAKTIF 
3 4 

1 tahun setelah berhentl atau 2 tahun setelah hak dan 
penslun kewajlbannya habls 

- -·- ·- .... - -· · - -

1 tah~n setelah berhenti atau 2 tahun setelah hak dan 
penslun kewajibannya habis 

1 tahun setelah aktlf penugasan 2 tahun setelah hak dan 
kewajibannya hebis 

1 tehun setelah berhentl/peo-tull 
... ~> ··_( 

':ft~~lah hak nan 
1 V~Ji"tiilifttva habis ,., 

I ' \ >' -----..:...-··'1. '\: 

KETERANGAN 

5 

Musnah, kecuali tokoh Nasional 
atau pejaba1 Es~lon I. II atau Eselon 

lain yang ditentukan oleh inslansi 
atau orang perseorangan yang 
terlibat dalam kasus/ perist1wa 

berskala Nasional 

· -

Musnah, kecuali tokol1 Na"onal 
atau pejabat Eselon I. II atau Eselon 

lain yan~ d1tentukan oleh instonSI 
atau orang perseorangan yang 
terllbat dalam kasus/ penst1wa 

berskala Nas1onal 

Musnah 

Permanen 


